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Pada hari ini JUMAT tanggal TIGA PULUH  bulan DESEMBER tahun DUA RIBU 

DUA PULUH DUA, bertempat di Masamba, yang bertandatangan dibawah ini: 

I. AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Masamba, 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN AGAMA 

MASAMBA, yang berkedudukan di Masamba selanjutnya disebut PIHAK 

PERTAMA, 

II. TAUFIK BIN RUSDIN, S.H.,M.H., Ketua Lembaga Bantuan Hukum 

(LBH) TO MAKKAWARU dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) TO MAKKAWARU yang 

berkedudukan di Masamba, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK 

secara Bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan layanan 

bantuan hukum pada Pos Layanan Hukum dengan ketentuan sebagai berikut: 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan: 

1. Pos Layanan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada 

Pengadilan Agama Masamba untuk memberikan layanan hukum berupa 

informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum 

yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan Peradilan Agama. 

2. Petugas Pemberi Layanan Bantuan Hukum adalah Pemberi Layanan di Pos 

Layanan Hukum Pengadilan yang merupakan Advocad, Sarjana Hukum, 

dan sarjana Syariah yang berasal dari Pemberi Layanan Pos Layanan 

Hukum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Masamba 

dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Pos Layanan Hukum 

Pengadilan didalam perjanjian kerjasama tersebut. 

3. Pemohon Layanan Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri 

dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak 

mampu membayar jasa advocad sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian 

Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, yang 

memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum 

di Pengadilan Agama Masamba. 














